BAB YV

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pemaparan Bab I hingga Bab IV mengenai pidana pengawasan dimulai dari
tinjauan teori hukum pidana dan penologi, tujuan pemidanaan, pidana pokok dan
pidana tambahan, praktek pidana pengawasan di New York, Amerika Serikat dan
Belanda, dan wacana pelaksanaan pidana pengawasan di Indonesia. Dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana, pidana pengawasan merupakan sanksi alternatif pada pidana penjara. Syarat
umum pidana pengawasan adalah terpidana tidak akan melakukan tindak pidana lain.
Pidana pengawasan merupakan salah satu bentuk dari tujuan pemidanaan yakni teori
relatif atau teori tujuan karena kepentingan terpidana dan kepentingan korban
sama-sama dipandang. Kesimpulan mengenai pidana pengawasan sebagai sanksi
pidana alternatif dan bentuk dari pidana pengawasan dapat dibagi dalam dua poin
sebagai berikut :

I.  Pidana pengawasan sebagai sanksi pidana alternatif merupakan sanksi pidana
dimana terpidana menjalankan masa hukumannya berada di luar penjara,
tetap di dalam masyarakat. Menjalankan masa hukuman di luar penjara bukan
berarti hal yang mudah karena terpidana harus mengikuti persyaratan tertentu.
Banyak terpidana yang menganggap bahwa pidana pengawasan merupakan
deprivation to liberty karena adanya persyaratan yang harus diikuti. Apabila
persyaratan tersebut dilanggar, maka konsekuensi bagi terpidana adalah
peningkatan pengawasan yang lebih intensif hingga dijatuhkannya pidana
penjara. Karena pidana pengawasan merupakan sanksi pidana alternatif, maka
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional tidak tercantum secara
eksplisit tindak pidana yang diancam pidana pengawasan. Tindak pidana
yang dapat dijatuhkan pidana pengawasan adalah tindak pidana yang diancam

oleh pidana penjara paling lama lima tahun.
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II.

Pengaturan  pelaksanaan pidana pengawasan di Indonesia harus
memperhatikan komponen biaya, kualifikasi petugas pidana pengawasan,
persyaratan dan program yang wajib diikuti oleh terpidana, dan klasifikasi
pidana pengawasan. Indonesia dapat menggunakan praktek pidana
pengawasan yang ada di New York, Amerika Serikat dan Belanda sebagai
acuan pelaksanaan pidana pengawasan. Dalam perihal biaya, Indonesia dapat
menggabungkan kewajiban finansial antara negara dengan terpidana dimana
negara mengalokasikan anggaran untuk biaya pidana pengawasan dan
terpidana juga memiliki kewajiban untuk membayar biaya pidana
pengawasan. Mereka yang bekerja sebagai petugas pidana pengawasan harus
memiliki pendidikan dalam bidang hukum, psikologi, sosiologi, kriminologi,
kesejahteraan sosial, dan sebagainya. Pengaturan pidana pengawasan dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional masih sangat sedikit dan
belum mencakup pidana pengawasan secara keseluruhan. Maka, perlu dibuat
pengaturan pelaksana pidana pengawasan yang nantinya akan mencakup
komponen biaya, kualifikasi petugas pidana pengawasan, persyaratan dan
program yang wajib diikuti oleh terpidana, dan klasifikasi pidana

pengawasan.

5.2 Saran

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan dari Bab I hingga Bab IV berikut

dengan kesimpulan, berikut saran dari penulis mengenai wacana pelaksanaan pidana

pengawasan di Indonesia :

L

Diperlukan pengaturan pelaksana pidana pengawasan sebelum tahun 2026
nanti agar masyarakat dan aparat penegak hukum dapat memiliki wawasan
dan mengenal terlebih dahulu mengenai pidana pengawasan. Pengaturan
pelaksana ini mencakup seluruh pengaturan mengenai pidana pengawasan
seperti biaya pidana pengawasan, kewajiban atau persyaratan yang harus

diikuti oleh terpidana, klasifikasi pidana pengawasan, dan sebagainya.
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II.

Pengaturan ini juga diperlukan untuk memberi batasan antara pidana
pengawasan dengan pidana kerja sosial.

Anggaran dan biaya pidana pengawasan mengenai komponen penting dalam
pelaksanaan pidana pengawasan. Hal ini sudah harus sudah direncanakan dan
disiapkan. Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, maka saran dari
penulis adalah biaya pidana pengawasan ditanggung oleh negara dan
terpidana dan kewajiban terpidana terhadap biaya pidana pengawasan dibuat
berdasarkan klasifikasi biaya pidana pengawasan yang tercantum dalam
pengaturan pelaksana pidana pengawasan. Indonesia juga harus memiliki
klasifikasi pidana pengawasan. Hal ini agar kepentingan terpidana untuk
rehabilitasi dapat disalurkan dengan baik. Dengan adanya klasifikasi atau
pembagian pidana pengawasan maka membantu distribusi case loads petugas
pidana pengawasan. Saran dari penulis untuk beberapa tahun pertama,
Indonesia dapat mengimplementasikan klasifikasi pidana pengawasan
berdasarkan tindak pidana yang dilakukan dan kebutuhan terpidana. Setelah
beberapa tahun, Indonesia dapat melakukan evaluasi terhadap klasifikasi

tersebut apakah selaras dengan tujuan pidana pengawasan yang ingin dicapai.
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